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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN DAN CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI  

MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015-2019 

 

A. Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi  

Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara bertahap dan 

Mahkamah Agung senantiasa turut berperan aktif melaksanakan 

Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan sasaran lima tahunan yang 

telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada 

periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan 

dalam tata kelola pemerintahan di Mahkamah Agung.  

 

Gambar 1. Perkembangan Birokrasi yang Diinginkan 2014-2025 

Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun 2015-

2019 merumuskan 6 (enam) Program Unggulan (Quick Wins) 

Mahkamah Agung yang menjadi target yang menyangkut: 

1. Revolusi mental/perubahan mental model/perilaku aparatur; 

2. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung; 

3. Pengembangan teknologi informasi; 

4. Penguatan pengawasan; 

5. Sumber daya manusia aparatur; 

6. Peningkatan pelayanan publik. 

Keenam quick wins tersebut merupakan program unggulan yang 

menjadi target terlaksananya Road Map Reformasi Birokrasi 

Mahkamah Agung 2015-2019 dalam rangka mewujudkan tatanan 

perubahan sikap mental sumber daya manusia menjadi sumber daya 

manusia yang profesional dan mempunya integritas yang tinggi, 

organisasi yang tepat  
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BAB IV 

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  

MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020-2024 

 

A. Arah Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha 

mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam 

memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini 

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan 

Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah 

dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan 

misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan 

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung 

Demi sinkronisasi dan kesinambungan program maka 

penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah 

Agung tidak mungkin dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan 

lainnya yang telah ada di lembaga peradilan ini, yaitu Cetak Biru 

Pembaruan Peradilan yang memuat peta jalan pembaruan badan 

peradilan Indonesia 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah 

Agung Tahun 2020-2024. 

Berikut tergambarkan Peta Jalan Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 

(2010-2035): 

 

Gambar 2. Peta Jalan Pembaruan Peradilan Selama 25 Tahun 
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Gambar 3. Model Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi 

 

Langkah awal dalam penerapan CBHRM, Mahkamah Agung 

harus menyusun profil kompetensi untuk seluruh jabatan/posisi 

yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

berada di bawahnya. Melengkapi dan menyempurnakan daftar 

kompetensi yang telah disusun bersama dengan Sustain UNDP, baik 

soft competency dan hard comptency yang dilengkapi dengan definisi 

rinci kompetensi serta indikator perilakunya. Profil kompetensi 

tersebut harus ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar 

pengembangan: 

a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi; 

b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan 

yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi; 

c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi; 

d) Remunerasi berbasis kompetensi; 

e) Pola karir berbasis kompetensi. 

 

2. Pendidikan dan Pelatihan 

Mahkamah Agung menyadari pentingnya keahlian dan 

kapasitas profesi Hakim dan aparatur peradilan untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, 

terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai 

keadilan  yang  hidup  di   masyarakat  untuk   menghasilkan lulusan  

 


















































